LEMBARAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

No. 224, 2021 HUKUM. Konsultan Kekayaan Intelektual.
Pencabutan. (Penjelasan dalam Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6726)

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 100 TAHUN 2021
TENTANG
KONSULTAN KEKAYAAN INTELEKTUAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa Konsultan Kekayaan Intelektual memiliki
peranan penting dalam sistem pelindungan kekayaan
intelektual baik secara nasional maupun internasional
guna menunjang pembangunan nasional;

b. bahwa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor
2 Tahun 2005 tentang Konsultan Hak Kekayaan
Intelektual sudah tidak sesuai dengan perkembangan
dan kebutuhan hukum dalam masyarakat, sehingga
perlu diganti;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk
melaksanakan ketentuan Pasal 15 Undang-Undang
Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri dan
Pasal 13 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000
tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, perlu
menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Konsultan

Kekayaan Intelektual;
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Mengingat

—_

Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang
Rahasia Dagang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 242, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4044);
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang
Desain Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2000 Nomor 243, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4045);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang
Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4046);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak
Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5599);

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5922) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek
dan Indikasi Geografis (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 252, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5953)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6573);
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MEMUTUSKAN:
PERATURAN PEMERINTAH TENTANG KONSULTAN
KEKAYAAN INTELEKTUAL.

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1.

Konsultan Kekayaan Intelektual adalah orang yang
memiliki keahlian di bidang kekayaan intelektual dan
terdaftar sebagai Konsultan Kekayaan Intelektual,
serta secara khusus memberikan jasa di bidang
pengajuan dan pengurusan permohonan kekayaan
intelektual.

Majelis Pengawas Konsultan Kekayaan Intelektual
yang selanjutnya disebut Majelis Pengawas adalah
suatu badan yang dibentuk oleh Menteri untuk
melaksanakan pengawasan dan pembinaan terhadap
Konsultan Kekayaan Intelektual.

Organisasi Profesi adalah perkumpulan berbadan
hukum bagi Konsultan Kekayaan Intelektual yang
bebas dan mandiri untuk meningkatkan kualitas
profesi  Konsultan Kekayaan Intelektual dan
berkontribusi pada pengembangan sistem
pelindungan kekayaan intelektual.

Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang hukum.

Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal
Kekayaan Intelektual yang berada di bawah
kementerian yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang hukum.

Hari adalah hari kerja.
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BAB II
PENGANGKATAN
KONSULTAN KEKAYAAN INTELEKTUAL

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2

Konsultan Kekayaan Intelektual diangkat oleh Menteri.

Bagian Kedua

Syarat Pengangkatan

Pasal 3

Untuk dapat diangkat menjadi Konsultan Kekayaan

Intelektual, calon Konsultan Kekayaan Intelektual harus

memenuhi persyaratan:
a. warga negara Indonesia;
b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

sehat jasmani dan rohani;

d. Dbertempat tinggal tetap di wilayah Negara Republik

Indonesia;
berijazah paling rendah sarjana;
berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun;

menguasai bahasa Inggris;

50 0

pejabat negara, atau tidak sedang memangku jabatan

lain yang oleh peraturan perundang-undangan

dilarang untuk dirangkap;

i. telah mengikuti pelatihan Konsultan Kekayaan

Intelektual;

j-  telah lulus ujian Konsultan Kekayaan Intelektual;
k. telah menjalani magang atau bekerja setelah lulus
sarjana dalam waktu paling singkat 24 (dua puluh
empat) bulan berturut-turut pada kantor Konsultan

Kekayaan Intelektual atau unit pengelolaan kekayaan

intelektual; dan

tidak berstatus sebagai pegawai aparatur sipil negara,
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tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan
putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan
hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang
diancam dengan pidana penjara paling singkat 5

(lima) tahun atau lebih.

Pasal 4

Persyaratan telah mengikuti pelatihan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 huruf i dan telah menjalani
magang atau bekerja sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 huruf k dikecualikan bagi pensiunan pegawai
Direktorat Jenderal yang akan diangkat menjadi
Konsultan Kekayaan Intelektual.
Selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 huruf a sampai dengan huruf
h, huruf j, dan huruf 1, pensiunan pegawai Direktorat
Jenderal yang akan diangkat menjadi Konsultan
Kekayaan Intelektual harus memenuhi persyaratan:
a. telah bekerja selama 20 (dua puluh) tahun pada

Direktorat Jenderal; dan
b. telah melewati jangka waktu 1 (satu) tahun

terhitung sejak tanggal surat keputusan pensiun.

Pasal 5
Ujian Konsultan Kekayaan Intelektual sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 huruf j diselenggarakan oleh
Direktorat Jenderal.
Untuk dapat mengikuti ujian Konsultan Kekayaan
Intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1), calon
Konsultan Kekayaan Intelektual selain pensiunan
pegawai Direktorat Jenderal harus telah mengikuti
pelatihan Konsultan Kekayaan Intelektual.
Ketentuan mengenai penyelenggaraan ujian Konsultan
Kekayaan Intelektual diatur dengan Peraturan

Menteri.



